
Pada 6 Februari 2025, Komisi V DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Kementerian Pekerjaan
Umum (Kementerian PU) untuk membahas evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran (TA) 2024 dan program kerja TA 2025. Dalam rapat
tersebut, disampaikan realisasi anggaran Kementerian PU TA 2024 mencapai 93,5% atau
Rp169,82 triliun dari total anggaran Rp181,62 triliun, dengan capaian fisik mencapai 95,48%.
Dari 2.946 paket kontraktual sebesar Rp111,65 triliun, telah terkontrak pada tahun 2024
sebanyak 2.945 paket sebesar Rp111,32 triliun atau 99,7% dari target. Capaian ini telah
menghasilkan infrastruktur strategis, antara lain: 6 proyek ketahanan pangan, 3 proyek
revitalisasi sekolah/madrasah, 11 proyek Ibu Kota Nusantara, dan 61 proyek strategis lainnya.  

Pagu anggaran Kementerian PU tahun 2025 disepakati sebesar Rp29,57 triliun, yang terdiri dari
non-rupiah murni Rp16,31 triliun dan rupiah murni Rp13,26 triliun. Pagu anggaran tersebut
merupakan tindak lanjut atas Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Sebelum dilakukan
efisiensi, pagu anggaran  Kementerian PU tahun 2025 yaitu sebesar Rp110,95 triliun atau lebih
rendah sebesar Rp70,67 triliun atau 38,91%. 

Dengan pagu anggaran yang disepakati, terdapat beberapa program yang akan dilakukan
penyesuaian pada tahun 2025, antara lain: perawatan rutin jalan dan jembatan, pembangunan
jembatan gantung, serta dalam bidang sumber daya air. Namun demikian, rincian program
kerja Kementerian PU tahun 2025 masih akan dibahas lebih lanjut dalam rapat kerja berikutnya
antara Komisi V DPR RI dengan Kementerian PU. Komisi V DPR RI meminta kepada Kementerian
PU untuk mengutamakan program padat karya serta menghitung dan melakukan perbaikan
komposisi anggaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

Ekonom Universitas Gadjah Mada, Akhmad Akbar Susamto, menyampaikan bahwa penyesuaian
anggaran tahun 2025 di Kementerian PU ini memang suatu urgensi yang harus dilakukan
pemerintah. Hal ini dilakukan dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi terutama dalam kondisi
fiskal yang kurang sehat akibat defisit anggaran yang besar; meningkatnya kebutuhan
pembiayaan untuk program prioritas; dan menghindari tekanan berlebih pada utang
pemerintah. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan akan banyak menyerahkan
pembangunan infrastruktur kepada swasta. Ahli tata kota Universitas Trisakti, Nirwono Joga,
mengatakan hal ini memerlukan perhatian lebih mengingat swasta akan memilih proyek
infrastruktur yang menghasilkan keuntungan yang cepat dan akan berdampak pada aspek
pemerataan pembangunan.  
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Sumber

Pelaksanaan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam
Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025 menjadi perhatian Komisi V DPR RI
khususnya bagi Kementerian PU. Komisi V DPR RI menyepakati pagu anggaran
Kementerian PU tahun 2025 sebesar Rp29,57 triliun.  Namun demikian, program
kerja Kementerian PU tahun 2025 akan dibahas lebih lanjut dalam rapat kerja
berikutnya. Komisi V DPR RI meminta kepada Kementerian PU untuk melakukan
perbaikan komposisi serta menentukan prioritas program kerja yang benar-
benar  penting  dalam mendukung pelayanan masyarakat dan perekonomian.
Komisi V DPR RI perlu melakukan pengawasan pada proses perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan apabila swasta lebih banyak berperan dalam
pembangunan infrastruktur.A
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Di sisi lain, Ekonom Universitas Indonesia, Fithra Faisal Hastiadi berpendapat efisiensi anggaran
memiliki dampak positif. Adanya efisiensi dapat menjadi momentum pembenahan bagi
kementerian/lembaga yang selama ini tidak mengalokasikan anggaran sebagaimana mestinya.
Selain itu, dengan meningkatkan keterlibatan swasta dalam pembangunan infrastruktur juga
merupakan cara pemerintah untuk tidak mendominasi ragam pekerjaan yang harusnya dapat
dilakukan pihak swasta.

Fe
br

ua
ri

M
in

gg
u 

ke
-1

(3
 s

.d
. 9

 F
eb

ru
ar

i 2
02

5)

Kesra
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

kompas.id, 6 Februari 2025;
nasional.kontan.co.id, 6 Februari 2025;
pu.go.id, 7 Februari 2025; 
tempo.co, 4 Februari 2025;
ugm.ac.id, 5 Februari 2025.

Is
u 

Se
pe

ka
n

 B
id

an
g 

Ek
ku

in
ba

ng
, K

om
is

i V

Evidence Based Policy Making
Bridging Research to Parliament

https://pusaka.dpr.go.id/
https://portal.dpr.go.id/admin/profil/index/id/dewi.sendhikasari
https://portal.dpr.go.id/admin/profil/index/id/masyithah.adhiem
https://portal.dpr.go.id/admin/profil/index/id/muhammad.zanggi
https://portal.dpr.go.id/admin/profil/index/id/sony.hendra
https://portal.dpr.go.id/admin/profil/index/id/hartini.retnaningsih
https://portal.dpr.go.id/admin/profil/index/id/achmad.fahham
https://portal.dpr.go.id/admin/profil/index/id/achmad.fahham
https://portal.dpr.go.id/admin/profil/index/id/achmad.fahham

